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“Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia
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menghadapi dan menerjang rintangan tersebut, sehingga penulis dapat
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

A. Konsonan

| = Tidak dilambangkan o= = dl

<« =B L = th

@ e, L = dh

- = Ta ¢ = ‘(mengahadap ke atas)
c =1 ¢ = gh

¢ =H o = f

¢ = Kh 3 =q

> =D d = k

» = Dz Jd =1




C. L
T
»w N O
C
"
5

o = s =W
o = Sy s = h
o= = Sh s =Y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk

penggantian lambang ¢.

Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jé menjadi gala
i = kasrah i J# menjadi gila
u = dlommah a s menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“ 17, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’
nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = Js& menjadi gawlun
ay = ¢ o menjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)



Ta’ marbithah (¢) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi ta’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaws .l 4. )l menjadi al-
risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya & 4

4es y menjadi fi rahmatillah

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalélah

Kata sandang berupa “al” (J)dalam lafadh jalalah yag erada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masya Allah kdnda wa malam yasya lam yakun
4

. Billah ‘azza wa jalla

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,
hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : et - syai’un el - umirtu

a4 - an-nau’un Q).Jit’ -ta’khudzina

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : o&50 s sd &l ols - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin.

Xi



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : Jsw, ¥ %se s = wa mad Muhammadun illa Rasdl
o Wl g @ J ) o= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak
dipergunakan.

Contoh : «u B #3454l (e =i = naslrun minallahi wa fathun garib
laa ¥l = [illahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Hurun’in. 15230003, 2019. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut
Tahrir Indonesia Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah. Skripsi. Jurusan Hukum
Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Kata Kunci : Perppu, Pemerintah, Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia, Wilayah al-
Mazalim.

Sejak pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemaysrakatan, Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) menjadi satu-satunya ormas yang dibubarkan oleh Pemerintah.
Ormas yang konsen terhadap penegakan khilafah ini dibubarkan karena dianggap
bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dibangun oleh
penulis, antara lain: Apa yang menjadi dasar hukum pemerintah dalam
membubarkan HTI dan bagaimana pembubaran HTI dalam perspektif figh siyasah
dusturiyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun
pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach).

Penelitian ini  berkesimpulan bahwa: 1. Pembubaran HTI dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-
30.AHA.01.08.2017 didasarkan pada Pasal 59 ayat (4) huruf ¢ dan Pasal 80A
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2. Pembubaran
HTI yang berakhir di PTUN dan MA memiliki kesesuaian dengan Wilayah Al-
mazalim sebagai lembaga peradilan dalam siyasah dusturiyah. Meskipun
demikian, menurut fakta di pengadilan, pemerintah tidak dapat menunjukkan
bukti pelanggaran HTI pasca diundangkannya perppu ormas, melainkan bukti
yang ditunjukkan Pemerintah adalah kegiatan HTI jauh sebelum perppu ormas
dikeluarkan sehingga aspek pembuktian di pengadilan menjadi kurang relevan
dengan dasar hukum yang digunakan dalam pembubaran HTI.
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ABSTRACT

Hurun’in. 15230003, 2019. Dissolution of Social Organization Of Hizbut
Tahrir Indonesia Perspective Siyasah Dusturiyah. Thesis.
Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty Of
Shariah, The State Islamic University Of Maulana Malik
Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Keywords: Perppu, Hizbut Tahrir Indonesia, Government, Wilayatul Mazalim.

Since the Government Regulation instead of law No. 2 of 2017 about
changes to law No. 17 of 2013 about Social Organization published, Hizbut Tahrir
Indonesia become the only social organization disbanded by the government. This
social organization which is concerned with enforcing the caliphate are dissolved
because they are considered to be contrary to the Pancasila and will endanger the
sovereignty of the Republic of Indonesia unitary state.

Based on the background above, the problems that are built by the author
include: what is the legal basis of the government in dissolving HTI and how is
the review of figh siyasah dusturiyah about dissolving HTI.

The type in this study is normative legal research. The approach used in this
study is the conceptual approach, statute approach, and case approach.

The conclusion of this study: 1. HTI's dissolution by issuing a decree of the
minister of law dan human right number AHU-30.AHA.01.08.2017 based on
Article 59 paragraph 4 letter c and Article 8A of Government Regulation instead
of law No. 2 of 2017 about social organization. 2. The dismissal of HTI which
ended at that states administrative court and supreme court has conformity with
the Wilayah Al-Mazalim as a judicial institution in siyasah dusturiyah. However,
according to the facts in the court, the government could not show evidence of
violations of HTI after the enactment of the Perppu, but the evidence presented by
the Government was HTI activities long before the Perppu was issued so that the
aspect of proof in court became less relevant to the legal basis used in the
dissolution of HTI
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 2017 Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) yang selanjutnya disebut peppu ormas.! Dikeluarkannya Perppu tersebut
merupakan langkah pemerintah untuk dapat membubarkan Ormas yang
gerakannya dianggap bertentangan dengan Ideologi Pancasila tanpa harus melalui

pengadilan.?

! Perpu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) pada tanggal 22
November Tahun 2017.

2 pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-
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Dengan mengacu pada perppu ormas tersebut, tepatnya pada hari Rabu
tanggal 19 Juli 2017, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Harris, mengumumkan pencabutan
status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Surat
keputusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017
tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU

00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Konstitusionalitas Perppu ormas tersebut kemudian diuji ke Mahkamah
Kontitusi (MK)3 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945.4 Namun sebelum sebelum resmi diputus oleh MK, Perppu tersebut terlebih

dahulu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna

Undang menyatakan: “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.” Ayat (2): “Ormas yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4)
dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.” Kemudian dalam Pasal 61 Ayat (1): “Sanksi
administratif sebegaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b.
penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status
badan hukum.” Dilanjutkan dalam Ayat (3) bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b.
pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia”.

3 Pengujian konstitusionalitas Perpu tersebut dimohonkan oleh perseorangan warga negara atas
nama Ir. H. Ismail Yusanto, MM yang merupakan salah satu pendiri HTI sebagaimana yang
disampaikan dalam legal standing pemohon dalam permohonan pengujian perpu ormas tersebut.

4 Dalam permohonan pengujian tersebut yang dijadikan landasan pengujian dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan:
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: Negara Indonesia adalah
negara hukum, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum, Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan Pasal 281 ayat (1)
yang menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.



menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017. Selanjutnya disahkan
oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6139) pada tanggal 22 November 2017. Sehingga dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, menurut mahkamah Perppu Ormas yang
menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada dan menyebabkan
Permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Kemudian dalam amar putusan

Mahkamah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.®

Selain melakukan upaya permohonan judisial review atas Perppu No. 2
Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, Pada tanggal 13 Oktober 2017, HTI juga
menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jendral
Administrasi Hukum Umum. No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014
tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI Ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan Perkara TUN N0.211/G/201/PTUN.JKT.® Namun pada
tanggal 07 Mei 2018, gugatan HT]I tersebut di tolak oleh PTUN Jakarta, Majelis

hakim menilai bahwa surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status

5 Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, 222.
® http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 18 November 2018.



http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara

badan hukum HT1 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.’

Upaya hukum terus ditempuh oleh perkumpulan HTI, setelah gugatan
ditolak, HTI mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PT TUN), namun PT TUN Jakarta menolak permohonan banding HTI
melalui putusan Nomor Nomor 196 B/2018/PT.TUN.JKT. Hal tersebut kemudian
menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT.® Akan tetapi
upaya HTI tidak terhenti hingga tingkat banding. Pada tanggal 19 Oktober 2018,°
HTI mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada tangga
14 Februari 2019 lalu. Namun dalm putusan MA Nomor 27 K/TUN/2019, MA
menolak kasasi yang diajukan HTI dengan seperti yang diunggah dalam website
Mahkamah Agung'®, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa HTI telah resmi
di bubarkan.

Sebelum dibubarkan, HTI merupakan salah satu Ormas yang eksis di
Indonesia. Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik
yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun
1953 di Al-Quds, Palestina.!* Hitzbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun
1980-an yang dipimpin oleh Abd al-Rahman al-Bagdhadi. Di Indonesia, HT
mendeklarasikan diri dengan nama Hizb Al-Tahrir Indonesia pada tahun 2000.

Menurut HTI, Indonesia merupakan salah satu sasaran penting tegaknya

7 https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti diakses pada
tanggal 18 November 2018.

8 http://pttun-jakarta.go.id/dir_put.php diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

° https://www.alinea.id/nasional/pbnu-kasasi-hti-ke-ma-politis-b1U8K9eX5 diakses pada tanggal
18 November 2018.

10 https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01898475¢1f589a589alc9add5a75¢6b Diakses
pada tanggal 21 Mei 2018.

HAinur Rofig Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia.
(Yogyakarta: PT LKiS, 2012), 21.



https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti
http://pttun-jakarta.go.id/dir_put.php
https://www.alinea.id/nasional/pbnu-kasasi-hti-ke-ma-politis-b1U8K9eX5
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01898475c1f589a589a1c9add5a75c6b

khilafah.'> Dalam situs hizbut-tahrir.or.id*® disebutkan gerakan Hizbut Tahrir
menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk

mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.*

HTI resmi tercatat sebagai ormas berbadan hukum sejak tahun 2014
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl No AHU
00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI. Dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HTI yang didalamnya
juga menjelaskan mengenai identitas keanggotaan Hizbut Tahrir di Indonesia,
pada Bab Il pasal 4 tentang identitas dan azas yang bunyinya “Hizbut Tahrir
Indonesia adalah Gerakan Dakwah Islam berazas Islam di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945”. Dengan demikian HTI dengan tegas menyatakan sebagai ormas yang taat
kepada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada

Pancasila dan UUD 1945.

Pembubaran HTI oleh Pemerintah ini kemudian menimbulkan sikap pro
dan kontra dikalangan masyarakat maupun akademisi. Pihak yang pro
mengungkapkan bahwa HTI memang sudah seharusnya dibubarkan karena telah
menimbulkan keresahan di masyarakat atas kegiatan-kegiatan dakwahnya untuk

menegakkan negara khilafah. Akan tetapi bagi masyarakat yang kontra terhadap

12 Ainur Rofig Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah..., 4.

13 Situs resmi HT1 tersebut telah resmi di tutup oleh Kemenkominfo pasca pencabutan status badan
hukum HTI oleh Pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM. Penulis juga telah melakukan
pengecekan terhadap situs tersebut dan benar bahwa saat ini situs tersebut telah di tutup.
https://fajar.co.id/2017/07/23/situs-resmi-hti-ditutup/ di akses pada tanggal 18 November 2018.
“4Ainur Rofig Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia), 21.



https://fajar.co.id/2017/07/23/situs-resmi-hti-ditutup/

pembubaran tersebut beranggapan bahwa pemerintah terlalu buru-buru dalam
mengambil tindakan pembubaran yang membuat pemerintah terkesan sewenang-

wenang dalam membubarkan HTI.

Berbicara tentang paham khilafah HTI tidak terlepas dari pembahasan
Figh siyasah. Figh siyasah merupakan limu yang mempelajari tentang hal ihwal
dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan (Pemerintah)
yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan umat.’® Figh siyasah ini kemudian kita kenal dengan sebutan
Hukum Tata Negara dalam Islam. Kemudian masalah terkait pembubaran ormas
HTI ini menjadi menarik untuk dikaji dalam figh siyasah karena terkait dengan
siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk
negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan,
hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain atau dalam istilah modern disebut

hukum konstitusi.®

Berdasarkan latar belakang masalah serta fakta yuridis di atas peneliti
tertarik untuk mengkaji terkait 2 hal, yaitu tentang hal apa saja yang menjadi dasar
hukum Pemerintah dalam membubarkan HTI serta bagaimana kemudian analisis
figh siyasah dusturiyah yang sejatinya sebagai rumpun keilmuan yang konsen

terhadap pembahasan perundang-undangan dan negara hukum serta hubungan

15 ], Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran, Sejarah, Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014),
28.
18 Ridwan HR, Figih Politik, (Yogyakarta : Ull PRESS, 2007), 82.



penguasa dengan umat dalam konteks Islam melihat kasus pembubaran ormas

HTI oleh Pemerintah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah dalam membubarkan Hizbut

Tahrir Indonesia?

2. Bagaimana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif figh siyasah

dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apa saja yang menjadi dasar hukum Pemerintah dalam

membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.

2. Untuk menganalisis pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perpsektif figh

siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
jelas mengenai dasar hukum yang digunakan Pemerintah dalam membubarkan
ormas HTI serta bagaimana analisis figh siyasah dusturiyah terhadap

pembubaran HTI.

2. Secara Praktis, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan

guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.



E. Definisi Konseptual
1. Pembubaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembubaran diartikan secagai
proses, cara, perbuatan membubarkan.r” Dari arti kata pembubaran tersebut
pembubaran dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses membubarkan
kelompok atau badan yang telah berbadan hukum. Sehingga dalam proses
pembubaran suatu organisasi yang berbadan hukum maka pemerintah dapat
mencabut surat tanda berbadan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang
sekaligus menyatakan bubar suatu organisasi dalam hal ini adalah ormas, hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatn Menjadi Undang-Undang.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu organisasi
dan kemasyarakatan. Organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari
kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.
Selanjutnya yang dimaksud dengan ‘“kemasyarakatan” berasal dari kata
“masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan

bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan

17 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.kemdikbud.go.id/



https://kbbi.kemdikbud.go.id/

sedangkan yang dimaksud kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut

masyarakat.®

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

menyatakan bahwa:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu organisasi masyarakat berbadan
hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor Ahu-
00282.60.10.2014 pada tanggal 2 juli 2014 sebelum akhirnya dibubarkan oleh
pemerintah Indonesia berdasarkan Surat keputusan Kementerian Hukum dan
HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan

Pendirian Perkumpulan HT1 pada tanggal 19 Juli Tahun 2017.

Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang

berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953

18 Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisai, 2011), 14.
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di Al-Quds, Palestina.® Dalam situs hizbut-tahrir.or.id®® disebutkan gerakan
Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di
seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya

kembali Khilafah Islamiyah.?!

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Tagiyuddin An-Nabhani,?? seorang
ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah
Syariah di Palestina. Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum
muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum
Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak
Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari
sistem hidup dan pengaruh negara Barat. Meski di negara asalnya, Palestina,
Hizbut Tahrir merupakan organisasi partai politik, namun di Indonesia Hizbut

Tahrir merupakan ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan
pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis
Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy.
Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang
kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan

hegemoni penjajahan dunia.

PAinur Rofig Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah..., 21.

20 Situs resmi HT1 tersebut telah resmi di tutup oleh Kemenkominfo pasca pencabutan status badan
hukum HTI oleh Pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM. Penulis juga telah melakukan
pengecekan terhadap situs tersebut dan benar bahwa saat ini situs tersebut telah di tutup.
https://fajar.co.id/2017/07/23/situs-resmi-hti-ditutup/ di akses pada tanggal 18 November 2018.

ZLAinur Rofig Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia), 21.
22 Ainur Rofig Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah.., 21.



https://fajar.co.id/2017/07/23/situs-resmi-hti-ditutup/
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4. Figih Siyasah
Siyasah secara harfiah berasal dari Bahasa Arab sebagai berikut:?®
Jom S 0 o= A (s g il

Yang berarti “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat

keputusan.”

Sedangkan figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Figh siyasah
sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam membicarakan tentang siapa sumber
kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana
cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan
kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan

kekuasaannya.*

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan Negara. Selain itu, siyasah dusturiyah juga
membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara
dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi

(perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

2 A, Djazuli, Figh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 25.

24 Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2014), 4.
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pilar-pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian
ini jJuga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal
balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang

wajib dilindungi.®
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif.?® Jenis penelitian Penelitian hukum normatif
adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma
hukum yang telah ditetapkan.?’ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji
menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian
kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder belaka.?® Penelitian yang bersifat normatif
adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban
tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan
penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar
(true), dan apa yang salah (false) dari setiap permasalahan, serta faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhinya.?®

25 |gbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi..., 176

% Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan
Tesis, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), 195.

21" Salim dan Erlis Septiana, Penerapan Teori Hukum..., 12.

28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Press,
2013), 23.

29 Johnny lIbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia
Publishing, 2012), 142.
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2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konsptual (conceptual approach), Pendekatan perundang-

undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach).

a. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktri-doktrin tersebut
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan
dengan isu yang dihadapi. Termasuk dalam penelitian ini adalah
dengan menerapkan konsep penegakkan hukum dan keadilan yang
sudah dijalankan, yakni instrumen hukum berkaitan dengan
pembubaran HTI ditambah dengan beberapa konsep-konsep negara
hukum dalam persepektif siyasah dusturiyah sesuai dengan ajaran Al-

Quran dan Sunnah.

b. Metode pendekatan peundang-undangan adalah metode dimana
peneliti perlu memahami hirarki, asas-asas dalam peraturan
perundang-unangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004,
peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara

umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa

% Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum..., 195.
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yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Produk
beschikking/decree yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat
administratif yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu
badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini adalah terkait dengan Surat
keputusan ~ Kementerian Hukum dan HAM No AHU-
30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum
dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan
Pendirian Perkumpulan HTI.I dan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi

Undang-undang.®

c. Metode pendekatan kasus adalah dimana peneliti harus memahami
ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim
untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi
dapat dikemukakan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta
berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan
tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itulah pendekatan kasus
bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melaikan

merujuk kepada ratio decidendi, dalam hal ini adalah kasus

31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana, 2007), 96.



15

pembubaran HTI hingga berlanjut acara di Pengadilan Tata Usaha

Negara.®?
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengunakan data yang berasal dari dua sumber yakni bahan

hukum Primer dan bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

terdiri dari :

1) Peraturan Dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang di dalamnya

meliputi:
a. hukum materiil dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
b. hukum materiil dalam Pancasila
c. hukum materiil dalam doktrin hukum
2) Peraturan Perundang-undangan:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., 119.
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c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-

Undang.

d. Surat Keputusan Menteri Surat Keputusan Kementerian Hukum
dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU
00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian

Perkumpulan HTI.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu bahan hukum yang

erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yaitu :

1) Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dalam hal ini
Buku-buku Figh Siyasah, sejarah Islam dan buku-buku tentang
Hizbut Tahrir di Indonesia, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

2) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet,

3) Hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

diteliti.
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¢) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, berupa kamus

hukum dan ensiklopedia.

. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data bahan hukum primer dan sekunder, langkah
pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari
beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok
permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijakdikan bahan
hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari
membaca, mencari fakta-fakta hukum terkait permasalahan yang diangkat
dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk
mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan
permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian
peneliti juga melakukan dokumentasi sebagai pelengkap yang dibutuhkan
untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan

dalam penelitian.

. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan, selanjutnya adalah
pengumpulan data yang diperoses sesuai dengan kode etik penelitian

dengan langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data yaitu mengkoreksi apakah data yang telah terkumpul

sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
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b. Penandaaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan
jenis sumber data (Buku-buku tentang Figh Siyasah, buku-buku Hizbut

Tahrir Indonesia, jurnal, karya tulis dan refrensi lainnya).

c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan

dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan
(Library Research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-
bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang
menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum
dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum
tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan
menggunakan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan
pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, kelompok atau
Negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide,
yaitu dengan berusaha menganalisa kasus pembubaran HTI menggunakan

perspektif figh siyasah dusturiyah.
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G. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan ataupun penelitian, maka
diperlukan wacana pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang
membahas tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Kajian terdahulu yang peneliti

uraikan dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Mardaningrum Wahyuningtias, dengan judul “Kedudukan Organisasi
Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi
Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia”. Permasalahan
yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan organisasi masyarakat
dalam negara hukum berdemokrasi dalam hal ini Organisasi Masyarakat
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2
Tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai tindakan yang tidak tepat.
Kedudukan Ormas HTI merupakan ormas yang terdaftar secara resmi
menjadi ormas. Pemerintah harus membuktikan dahulu bahwa HTI
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila suatu ormas
dinilai melanggar persyaratan pendirian yang diatur, maka pemerintah
dapat menggunakan mekanisme selanjutnya yang tertuang dalam undang-

undang Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa 3

8 Mardaningrum Wahyuningtias, Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum
Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia,
Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)



20

2. Riandy Aryani, dengan judul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah mengenai perubahan peraturan pembubaran ormas melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang berkaitan dengan kebebasan
berserikat karena pembubaran ormas dilakukan tanpa melalui proses
pengadilan. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa pembubaran organisasi
kemasyarakatan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hak
asasi manusia, yaitu dengan melalui 3 tahap pembubaran antara lain:
Pertama memberikan peringatan secara tertulis; kedua, memberhentikan
sementara kegiatan atau aktifitas ormas; dan ketiga, membekukan atau
membubarkan ormas atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

dari pengadilan.3*

Agar lebih memperjelas perbedaan dan persamaan dalam penelitian

antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan

peneliti, peneliti menjabarkannya dalam sebuah tabel berikut ini:

No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan
1. | Mardaningrum | Kedudukan Sama-sam Mardaningrum
Wahyuningtias | Organisasi mengkaji  terkait | Wahyuningtias mengkaji
Masyarakat pembubaran pembubaran HTI dalam
Dalam Negara | Ormas HTI kerangka negara

% Riandy Aryani, Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2018).
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Hukum
Berdemokrasi
(Studi Kasus
Organisasi
Masyarakat
Hizbut  Tahrir

Indonesia (HTI)

demokrasi dengan

menggunakan teori HAM

dan teori hukum
demokrasi.  Sedangkan
peneliti akan
menganalisis

pembubaran HTI dalam

Di Indonesia perspektif figh siyasah
Demokrasi dusturiyah
(ketatanegaraan Islam).
Riandy Aryani | Pembubaran Sama-sama Riandy Aryani hanya
Organisasi mengkaji tentang | menjadikan HTI sebagai
Kemasyarakatan | pembubaran bagian dari contoh kasus
Dalam Ormas yang | pembubaran dan lebih
Perspektif Hak | berdasar pada UU | fokus mengkaji

Asasi Manusia

No. 16 Tahun

2017 dengan
menggunakan

metode penelitian

hukum normative

mekanisme pembubaran

ormas di Indonesi yang

ditinjau dari  perspektif
HAM. Sedangkan
peneliti  focus kepada

pembubaran HTI yang

akan di analisis dengan
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perspektif figh siyasah

dusturiyah.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka. Kajian pustaka akan membahas
kerangka konsep yang memiliki relevansi dengan masalah yang penulis angkat.
Dimana dalam hal ini penulis menggunakan kajian tentang figh siyasah
dusturiyah, negara dalam figh siyasah dusturiyah, relasi agama dan negara,
konsep negara hukum pancasila, organisasi kemasyarakatan di Indonesia serta
sistem pemerintahan khilafah menurut HTI.

Bab ketiga berisi tentang uraian terhadap dasar hukum pemerintah dalam
membubarkan ormas HTI serta analisis figh siyasah dusturiyah terhadap
pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia.

Bab keempat berisi penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan
dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-

saran dan kata penutup.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Figh Siyasah Dusturiyah
1. Pengertian Figh Siyasah Dusturiyah
Secara harfiah, kata siyasah berasal dari kata-kata:
el (A sis an s =a sill (s
Yang berarti: “mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya.”

Sehingga berdasarkan arti harfiah tersebut, kata siyasah dapat diatrikan
sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,

pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan sejenisnya.®

Menurut Istilah, merujuk pada definisi yang diuraikan oleh Abdul

Wahab Khalaf sebagai berikut:

% A. Djazuli, Figh Siyasah; Implementasi..., 26.
23
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“Figh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara
pengaturan masalah ketatanegaraan dalam Islam semisal (bagaimana
mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya)
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai
penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang

mengaturnya.”®

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari kajian figh siyasah yang
membahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat yang di
pimpinnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu negara,
sehingga ruang lingkup siyasah dusturiyah menjadi sangat luas. Untuk
menghindari meluasnya pembahasan siyasah dusturiyah, biasanya
dibatasi dengan hanya membahas masalah pengaturan perundang-

undangan.®’

Dalam kurikulum fakultas syariah digunakan istilah figh dusturi,

adapun yang dimaksud dengan dusturi:
A hle 5 lgalai 5l ol lgale Jui LS A a4y ) L aSall dn L W) ac )68l ;) g )

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana
pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-

peraturannya, dan adat-adatnya”.

% Mujar lbnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta: Erlangga, 2008), 10.
37 A. Djazuli, Figh Siyasah; Implementasi..., 47.
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Sedangkan Abul "A’la al-Maududi mena’rifkan kata dustur dengan

kalimat sebagai berikut:
Ao i Lge o iy i) A L W) e 1) e (o skt dla

“suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi

landasan pengaturan suatu negara”.

Bila dipahami penggunaan istilah figh dusturi, untuk suatu ilmu yang
membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di
dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan
kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam
satu negara sudah tentu perundag-undangan dan aturan-aturan lainnya

yang lebih rendah tidak boleh bertentanan dengan dustur tersebut.3®
2. Sumber Hukum Figh Siyasah Dusturiyah

Diantara sumber-sumber hukum figh siyasah dusturiyah adalah

sebagai berikut:

1. Al-Qur’an al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan
prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan

semangat ajaran al-qur’an

2. Hadits, terutama hadits-hadits yang berbicara tentang imamah, dan

kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dalam menetapkan hukum.

% A. Djazuli, Figh Siyasah; Implementasi..., 52
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3. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin, hal ini berkaitan dengan
kebijakan khulafa al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan.
Dalam menjalankan pemerintahannya keempat khulafa al-Rasyidin
memang mempunyai beberapa perbedaan, namun keseluruhannya
memiliki kesamaan alur dan tujuan yang berorientasi pada sebanyak-

banyaknya kemaslahatan rakyat.

4. ljtihad ulama, dalam figh dusturiyah, hasil ijtihad ulama sangat
membantu dalam memahami dan memepelajari prinsip-prinsip dalam

siyasah dusturi.

5. Kebiasaan/ al-Urf. Al-urf merupakan suatu adat kebiasaan dalam suatu
bangsa atau masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits. kebiasaan semacam ini
tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula
dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis,
yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus

di perhatikan.
3. Ruang Lingkup Figh Siyasah Dusturiyah

Pembahasan figh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa

bagian, antara lain yaitu:3®

a. Bidang siyasah tasri’iyah (Penetapan hukum), termasuk di dalamnya

membahas persoalan ahlul halli wal aqdi (lembaga legislatif),

% A. Djazuli, Figh Siyasah; Figh Siyasah; Implementasi..., 48.
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perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim
dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang,

peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya membahas

persoalan imamah, bai 'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.

c. Bidang gadia’iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan

oleh lembaga yudikatif.

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya membahas masalah-

masalah administratif kepegawaian oleh birokrasi atau eksekutif.

Dalam pembahasan Siyasah Dusturiyah, konsep kekuasaan (sultah)
dalam sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi menjadi tiga

kekuasaan, yaitu:*°

1) Lembaga legislatif (sultah tashri’iyyah), lembaga ini adalah lembaga

negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;

2) Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah lembaga

negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;

3) Lembaga yudikatif (sultah gada’iyyah), lembaga ini adalah lembaga

negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman (sultah qada’iyyah) terlembaga menjadi

beberapa institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang

40 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29
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dimilikinya. Secara institusional dalam konsep negara Islam dikenal
tiga institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut
meliputi Wilayah al-Qada’, Wilayah al-Mazalim, dan Wilayah al-

Hisbah.

Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan
perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.
Wilayah al-Hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus
menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas
dari Wilayah al-Qada’. Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik
dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan
mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Adapun Wilayah al-
Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani

kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Muhammad Igbal mendefinisikan Wilayah al-Mazalim sebagai
lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara
dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik
yang merugikan dan melanggar hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat
negara yang melanggar HAM.** Artinya segala masalah kezaliman
apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa
maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap

dianggap sebagai tindak kezaliman.

41 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.
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Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Wilayah al-

Mazalim diantaranya:*?

a) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para
penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;

dan

b) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini
didesain untuk menangani pelanggaran-pelanggaran  yang
dilakukan oleh penguasa terhadap perorangan maupun golongan,
juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol dan pengawasan

terhadap para penguasa atau pejabat negara.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang

pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain yaitu:*3

a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang
teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan
negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan
lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan
pemerintah.® Sedangkan para fugaha/ulama menitikberatkan

perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara

tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya

42 T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra, 1997), 93.
43 A. Djazuli, Figh Siyasah; Implementasi..., 49.
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mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai

alat negara.

c. Kalau fugaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara
(imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan

pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam)

d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang
dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah SAW. wafat adalah
masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fugaha
memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dn

pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak
mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur

negara yang lainnya.

4. Konsep Konstitusi, Legislasi, dan Syura dalam Siyasah Dusturiyah:

a. Konstitusi

Dalam figh siyasah, konstitusi disebut juga dengan istilah dusturi.
Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar
dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam
sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis

(konstitusi).
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‘Abdul Wahhab Khallaf menuturkan bahwa prinsip-prinsip yang
diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan
jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat serta
persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum tanpa

membeda-bedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.**

Dalam sejarah Islam bahkan sejarah umat manusia, dikenal
Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama yang dapat
dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam
tersebut dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad
SAW. dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah
beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib pada 622 M.* Dalam piagam
tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok,
kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dll. Adapun isi penting
dari prinsip Piagam Madinah adalah untuk membentuk suatu
masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan

pemerintahan atas dasar persamaan hak.*®

b. Legislasi

4 Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi...,178.

4% Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kajian
Perbandingan Tentang Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 37

46 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah..., 38.
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Dalam siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan

pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.
Adapun unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:*’

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk untuk menetapkan

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan

nilai-nilai dasar syariah Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam
Pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan
akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan

dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.*®

Dalam membuat undang-undang, lembaga legislatif ini penting
untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, hal
ini mengisyaratkan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh
lembaga legislatif ini tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan
tidak pula kebal terhadap perubahan, melainkan harus ditinjau
kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ketika

undang-undang yang lama sudah tidak bisa lagi mengikuti

47 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi..., 187.
48 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi..., 188.
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perkembangan masyarakat, maka lembaga legislatif berwenang
menggantinya dengan undang-undang yang baru yang lebih relevan

dengan perkembangan masyarakat.*°

c. Syura

Syura dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “musyawarah”
yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau
dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh
kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan
syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan

kehidupan manusia.*

Dalam surat Ali-Imran, 3: 159, Allah memerintahkan kepada
Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para

sahabat.

...maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada
Allah  untuk mereka serta bermusyawarahlah  dalam
(memutuskan) suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat
(dengan keputusan tersebut) maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.

Adapun ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud
yang membawa kekalahan umat Islam. Ayat ini kemudian
mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada
seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu

yang menyangkut kepentingan umat Islam. Sementara untuk masalah

49 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi..., 189.
%0 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi..., 214
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cara, sistem, bentuk dan hal-hal yang bersifat teknis musyawarah
diserahkan semuanya kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan
mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Al-Qur’an menganut
prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai
kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka Al-
Qur’an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja, Allah
memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk
menggunakan akal dan pikiran mereka sejauh tidak melanggar batas-

batas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an.>*
5. Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

Negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum
dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan.
Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak
dan kemauannya saja, akan tetapi segala tindak tanduk dan kebijaksanaan
politiknya dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Negara dalam Islam
dikatakan dengan nomokrasi Islam, dimana kepala negara dalam
menjalankan pemerintahannya tidak berdasarkan mandat dari tuhan, akan
tetapi berdasarkan syariat yang diturunkan kepada manusia melalui

rasulnya, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-quran dan Sunnah tidak mengatur

secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh

51 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi..., 217.
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negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Di dalam al-
quran telah digariskan beberapa prinsip nomokrasi Islam. Prinsp-prinsip
tersebut yaitu prinsip kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah,
manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan
keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan,
persamaan, hubungan antarnegara bertetangga, saling tolong-menolong
dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang
etis, administrasi, bela negara, amar ma’ruf nahi munkar, dan
penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme, penghargaan
pada hak-hak asasi manusia seperti; hak untuk hidup, hakatas milik
pribadi dan mencari nafkah, hak atas penghormatan dan kehidupan
pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak kebebasan beragama,
toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama, hak persamaan
di depan hukum dan membela diri, hak kebebasan dari penganiayaan dan

hak kebebasan dari rasa takut.>?

Adapun prinsip bernegara yang ditegaskan dalam Al-Quran salah
satunya adalah prinsip ketaatan terhadap Allah, ketaatan terhadap
Rasulullah dan juga ketaatan terhadap ulil amri (Pemerintah). Prinsip

tersebut ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 59 sebagai berikut:

£ b 2 38 (B i a1 115 Ol S0 st s ) 1 phalel ) skl Gl 13T
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52 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran..., 5
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul
(Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain dalam al-qur’an, prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut
juga telah ditegaskan dalam hadits, antara laian yaitu prinsip kebutuhan
akan pemimpim, tanggung jawab seorang pemimpin, hubungan antara
pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai,
prinsip ketaatan, tolong menolong, kebebasan berpendapat, persamaan di
depan hukum, pengangkatan pejabat negara atau pelaksana suatu urusan,

prinsip musyawarah, dan prinsip persaudaraan.

Prinsip-prinsip yang ada di dalam al-quran dan hadits di atas harus
dijadikan sebagai dasar yang kemudian dapat dikembangkan dalam
menentukan sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, prinsip itu
dapat dikembangkan system sosial pemerintahan dan sistem ekonomi
sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, system dan bentuk pemerintahan
serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan
masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman

umat Islam.

Tujuan negara dalam Islam adalah untuk mencapai keselamatan
dunia dan akhirat. Bagi Al-mawardi, negara memiliki tugas dan tujuan

umum. Pertama dalah mempertahankan dan memeilihara agama menurut
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prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kedua, melaksanakan kepastian
hukum diantara pihak-pihak yang berperkara dan berlakunya keadilan
yang universal antara yang dianiya dan penganiaya. Ketiga, melindungi
wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas
dana man baik jiwa dan harta. Keempat, memelihara hak-hak warga
negara dan hukum tuhan. Kelima, membentuk kekuatan untuk
menghadapi musuh. Keenam, jihad terhadap orang-orang Yyang
menentang islam. Ketujuh, memungut oajak dan sedekah menurut yang
diwajibkan syara’, nash dan ijtihad. Kedelapan, mengatur penggunaan
harta baitul mal secara efektif. Kesembilan, meminta nasehat dan
pandangan dari orang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan
memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung

menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.>

B. Negara dan Agama
1. Relasi Agama dan Negara

Dalam siyasah dusturiyah, membahas pula mengenai mengenai
Mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal sejarahnya tidak
memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep
negara yang dikehendaki. Disinilah letak timbulnya berbagai penafsiran

dan upaya. Sementara pihak menghendaki tegaknya negara Islam.

53 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran..., 276.
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Sedangkan sebagian yang lain lebih cenderung menekankan isinya, yaitu

tegaknya "the Islamic order" pada masyarakat.>*

Mengenai relasi agama dan negara ini berkembang 3 paradigma,
pertama adalah paradigma yang dianut olen kelompok syiah yang
mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Paradigma kedua
cenderung menekankan pemisahan agama dan negara yang bersifat
sekularistik. Paradigma teori ini menyatakan bahwa agama tidak
menekankan adanya kewajiban mendirikan negara. Kelompok ini
mengetengahkan argumentasinya, bahwa tidak ada ayat yang secara
tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara. Kelompok ini
juga menegaskan, bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk

dalam tugas yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad.

Paradigma ketiga, adalah kelompok yang menyadari bahwa Islam
mempunyai ajaran etika bernegara dengan prinsip-prinsipnya antara lain
seperti al-huriyyah (freedom) kebebasan dan kemerdekaan. Termasuk di
dalamnya kebebasan memeluk agama, hal itu dinyatakan dalam Piagam
Madinah pasal 25: Kaum Yahudi bani Aufbersama dengan kaum
Muslimin adalah satu umat. Kedua belah pihak kaum Yahudi dan kaum
Muslimin memiliki kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.
Prinsip al-musawa (equality) yaitu persamaan diantara sesama warga

negara, tercermin dari hadist yang dikemukakan Nabi: La Fadla li

5 Abd. Salam Arief, Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Hermeheia, Jurnal Kajian
Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003, 279.
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arabiyyin 'ala 'ajamiyyin ilia bi tagwa (tidak ada kelebihan orang arab
atas orang non arab (ajam) kecuali taqwanya). Prinsip al-adalah (justice)

keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi.>®

Beberapa kalangan pemikir muslim berpendapat bahwa Islam tidak
meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan
umat. Seorang pemikir muslim Mesir, Muhammad Imarah sebagaimana
dikutip Bahtiar Effendy mengatakan, Islam sebagai agama tidak
menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslim,
karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan
tempat menuntut agar permaslahan yang selalu berubah secara evolutif
diserahkan kepada akal pikiran manusai menurut kepentingan umum

yang telah digariskan agama.®

Pendapat diatas ada kemiripan dengan pendapat Abduh yang
mngatakan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan.
Karena jika sistem khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai model
pemerintahan maka bentuk demikianpun harus mengikuti perkembangan
masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini
mengandung makna bahwa abduh menghendaki suatu pemerintahan

yang dinamis, yang mampu mengantisipasi perkembangan zaman.®’

% Abd. Salam Arief, Relasi Agama dan Negara..., 282.

% Thohir Luth, Moh, Anas kholis, dan moh. Zainullah, Diskursus Bernegara Dalam Islam; Dari
Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan, (Malang: UB Press, 2018), 54.

5" Moh. Zainullah, Diskursus Bernegara Dalam Islam..., 54.
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Sebenarnya masalah politik atau pengaturan negara termasuk
urusan duniawi yang bersifat umum. Karena itu, permasalahan politik
termasuk wilayah ijtihad umatislam. Tugas cendikiawan muslim adalah
untuk berusaha secara terus menerus untuk menjadikan al-quran sebagai
sistem yang konkrit supaya dapat diterjemahkan dalam pemerintahan
sepanjang zaman. Inilah yang dilakukan empat khalifah sesudah nabi,
sehingga walaupun mereka berada dalam rangka pengamalan ajaran
Islam, namun pengorganisasian pemerintahannya berbeda antara satu

dengan yang lainnya.>®

Dalam rangka menyusun teori politik Islam mengenai konsep
negara yang ditentukan bukanlah struktur “Negara Islam” akan tetapi
struktur dan tujuannya, sebab struktur negara akan berbeda antara satu
negara dengan negara lainnya. la termasuk wilayah ijtihad kaum
muslimin sehingga bias berubah, sementara struktur dan tujuannya tetap

menyangkut prinsip-prinsip bernegara dalam Islam.*®
2. Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Pancasila idealnya mengakui kebebasan
individu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.?’ Pengakuan terhadap kebebasan individu

tercermin dari adanya jaminan konstitusional bagi rakyat untuk

5 Moh. Zainullah, DNiskursus Bernegara Dalam Islam..., 55.
%9 Moh. Zainullah, Diskursus Bernegara Dalam Islam..., 55.
80 Muhammad Igbal, Figh siyasah; kontekstualisasi ..., 234.
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berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapatnya secara bebas,

tanpa diliputi rasa takut.

Dalam konsep negara Pancasila, negara tidak menjadikan salah
satu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi negara Pancasila
menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk menjalankan agamanya.
Negara tidak memisahkan agama dari kehidupan politik. Negara
Pancasila tidak memisahkan antara agama dengan negara, dimana
realisasi dari hal tersebut adalah negara mengatur secara langsung
masalah keagamaan rakyatnya di bawah koordinasi Departemen Agama

(Kementerian Agama) Republik Indonesia.5!

Negara Hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang
bercirikan atau berlandasan pada nilai-nilai serta berdasarkan pada
identitas dan karakteristik yang terdapat dalam Pancasila. Identitas dan
karakteristik yang terdapat dalam negara Hukum Pancasila, yaitu
ketuhan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.®> Dalam hal
ketuhanan, negara Hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan
kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUD

1945.

Adapun bukti-bukti ilmiah tentag ketuhanan Islam Pancasila dan
UUD 1945 itu sendiri, dapat dilihat dalam tulisan-tulisan ilmiah yang

ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hubungan Pancasila

61 Muhammad Igbal, Figh siyasah; kontekstualisasi ..., 235.
62 Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, (Bandung:
Nusa Media, 2014), 48.
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dan Agama Islam. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa sila-sila
Pancasila ditinjau dari agama Islam dengan terbukti ditemukannya dalil-
dalil nashnya di dalam Al-Qur’an. Misalnya sila pertama yaitu
ketuhanan yang maha Esa ditemukan dalam surat al-lkhlas. Sementara
Muhammad Tahir Azhari dalam buku karangannya berjudul Negara
Hukum antara lain enyimpulkan bahwa negara Indonesia yang mayoritas
memeluk agama Islam mendasari diri dengan Pancasila dan UUD 1945,
memiliki kesamaan dengan nomokrasi Islam (Negara Hukum dari segi
Islam). Bahkan terdapat beberapa prinsip penting dalam nomokrasi
Islam telah tertampung dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang
tubuhnya, misal prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa apabila dilihat dari

sudut Islam sangat identik dengan ajaran tauhid.®®

Jika ditinjau dari kedudukan Negara Hukum Pancasila berdasarkan
prinsip-prinsip  bernegara dalam Figih Siyasah, maka konsep
pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan Al-
Quran dan As-Sunah. Antara konsep Negara hukum pancasila dan
konsep Negara hukum menurut figih siyasah memiliki banyak
persamaan dalam prinsip bernegaranya. Keabsahan ini bukan hanya
dilihat dari sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presidennya saja

melainkan juga dilihat dari terpenuhinya tujuan syar’i dari pemerintahan

8 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011),

216.
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Indonesia dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum

warga negaranya.®*

C. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dan Aturan-aturannya
1. Pengertian ormas

Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang
mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama, mempunyai
anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai
hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka
memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal
kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan,

dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017,

ormas didefinisikan sebagai berikut:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tgjuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasai Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara konkret merupakan

organisasi yang sifat dan strukturnya teratur dari tingkat tertinggi/pusat

6 Dea Fanny Utari, Analisis Figih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila, skripsi,
(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 103
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hingga tingkat terendah/pimpinan tingkat daerah atau bahkan rukun

warga.65

Keberadaan Ormas merupakan salah satu wujud implementasi dari
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.66

Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, ormas
mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan
persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin
tercapainya tujuan nasional.®” Selain itu ormas juga berperan sebagai
wadah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang selaras
dengan tujuan negara yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan dijamin

oleh konstitusi serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.®®

Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus
dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara

8 Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pembentukan..., 11.

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta:Sekretariat Jenderal
MPR RI, 2017), 156.

67 Kansil C.S.T, Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara,1987),
124,

8 Khoulud Beby Bestiani, Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013tentangorganisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Skripsi, (Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, 2018), 85.
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berkewajiban mengakui keberadannya, memberikan perlindungan
dalam aktifitasnya, dan menjamin keberlangsungan hidup ormas.®

Secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-Ciri

sebagai berikut : "

1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;

2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu

atau lebih;

3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah
dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai

dampak politik
2. Sejarah Lahirnya Ormas

Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-
kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan
tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada
tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Dalam perjalanan perjuangan
kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta

yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu

8 Lihat Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017
tentang pembentukan perpu ormas.
0 Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pembentukan..., 67.
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mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat
Indonesia sehingga mampu menghantarkan kemerdekaan Indonesia.
Organisasi-organisasi  tersebut sampai saat ini, masih diakui
keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di
tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial
kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di

bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Organisasi-organisasi tersebut antara lain yaitu:’*

1. Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa pada tahun 1908,

2. Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat

ekstrovert dan politis pada tahun 1911,

3. Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan

social pada tahun tahun 1912,

4. Indiche Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen
politis nasionalisme nonrasial dengan slogan “tempat yang member
nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya” pada tahun

1912,

5. Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan

nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist pada tahun 1913,

6. Trikoro Dharmo, sebagai imbrio Jong Java pada tahun 1915,

I Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pembentukan..., 3.
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7. Jong Java pada tahun 1918,

8. Manifesto Politik pada tahun 1925,

9. Nahdlatoel ‘Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta
pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun
Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati

diri Indonesia pada tahun 1926,

10. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada tahun 1928,

11. Indonesia Muda pada tahun 1931,

Di sisi lain, terdapat ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang
dengan Kketerbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan
kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan
eksistensinya. Ormas-ormas tersebut hidup dan tumbuh pada masa
pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun

tidak, misalnya :

1. Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI),
Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);

2. Ormas SOKSI;

3. Ormas Kosgoro;

4. Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI
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5. Ormas-ormas yang lahir pascareformasi dengan latar belakang
ideologi, nama, jenis, serta jJumlahnya yang sangat banyak.

Organsiasi-organisasi kemasyarakatan di atas, lahir dari suatu
kesadaran, dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi
merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program
dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-
masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan
mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil
pemerintah. Namun, Kkritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada
dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan

masyarakat.

Sejarah  mencatat pernah ada beberapa peraturan perundang-

undangan yang mengatur ormas hingga sekarang, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan,

2. PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 8
Thaun 1985. PP No. 18 Tahun 1986 ini mengatur secara detail

keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

3. Penpres Nomor 1 Tahun 1965 yang mengatur tentang pembekuan dan
pembubaran organisasi yang diduga melakukan penghinaan terhadap

agama.
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Undang-Undang ini kemudian disebut sebagai
undang-undang ormas yang mengatur seluk beluk ormas dimulai dari
definisi, pendirian, pembubaran hingga sanksi pidana bagi yang

melanggar ketentuan dalam undang-undang ormas ini.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemsyarakatan yang kemudian disebut dengan

perppu ormas.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemsyarakatan menjadi Undang-Undang.

3. Pendirian Ormas

Pendirian ormas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur di dalam BAB IV yaitu

tentang pendirian. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa :

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau

lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pendirian ormas sendiri dibedakan menjadi 2, sesuai Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
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disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak
berbadan hukum. Untuk ormas yang berbadan hukum pendiriannya
dijelaskan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan untuk ormas yang tidak
berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melalui prosedur
pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih

dahulu.

Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga
Indonesia asli dan juga warga negara asing. Di dalam Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang diperbolehkan
oleh pemerintah. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa
persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang
dimohonkan oleh warga indonesia asli. Untuk ormas yang didirikan oleh
warga negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang Ormas Yang
didirikan oleh warga negara asing. Di dalam hal ini warga negara asing

boleh mendirikan ormas di wilayah Indonsia sesuai bunyi Pasal 43 ayat
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(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa “ormas yang didirikan oleh

warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”.

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus berbadan
hukum hal tersebut terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang

menegaskan bahwa :

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

1. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;

2. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau

warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
3. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.’?

Untuk tata cara pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara
asing wajib mendapatkan izin Pemerintah sebagaimna yang tertulis di
dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa :

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin

Pemerintah.”

2 Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
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Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat di dalam
Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan bahwa :

(1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) huruf b dan huruf ¢ disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim

perizinan.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum
yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga
negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi

persyaratan paling sedikit:

a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah

tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

b. pemegang izin tinggal tetap;

c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga
negara asing atau warga negara asing bersama warga negara

Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan

8 Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
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pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan
pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta

kekayaan tersebut;

d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat

oleh warga negara Indonesia; dan

e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan
hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat,

bangsa, dan/atau negara Indonesia.

(3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum
yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf ¢, wajib memenuhi

persyaratan paling sedikit:

a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah

beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum
asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan
pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit
senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang
dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum

pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
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c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat

oleh warga negara Indonesia; dan

d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan
hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat,

bangsa, dan/atau negara Indonesia.”*
Pasal 48

Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan
Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara

Indonesia atas izin Pemerintah.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Izin adalah pernyataan
mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan memperbolehkan.
Ultrecht mengatakan bahwa bilamana membuat peraturan umumnya
tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya
asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal
konkret, maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Menurut Bagir Manan, Izin berarti
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan

tertentu yang secara umum dilarang.

" Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .
75 Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
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Perizinan suatu ormas sendiri merupakan suatu tata cara
pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Menurut

Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan:

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan
organisasi kemasyarakatan, di kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah  Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota
berdasarkan ruang lingkup tugas,fungsi,dan wewenang masing-
masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.”®

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan terdaftar yang
selanjutnya menurut Pasal 1 angka (3) Permendagri Nomor 33 Tahun

2012 yaitu dinyatakan bahwa:

Surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur,
Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi
kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan

sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 dinyatakan

bahwa :

Setiap ormas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tahapan pendaftaran diterangkan dalam BAB IIl Tentang Tahapan
Pendaftaran mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Permendagri
Nomor 33 Tahun 2012. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan

penelitian tentang semua persyaratan yang diajukan dan apakah ormas

76 Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
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tersebut layak untuk diberikan surat keterangan terdaftar, penelitian
tersebut terbagi atas penelitian dokumen dan juga penelitian lapangan.
Untuk Hal Penelitian Dokumen tersebut tercantum di dalam Pasal 11
Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah itu Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33

Tahun 2012 yang dinyatakan bahwa :

Berita Acara Hasil Penelitan Lapangan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti

Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangi SKT.

Kemudian pejabat yang berwenang menandatangani SKT
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33
Tahun 2012. Selain itu juga untuk Ormas yang didirikan oleh warga
negara asing, ada juga prosedur perizinan yang diberikan pemerintah. Hal
ini terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2013.

. Pembubaran ormas

Sebelum UU 17/2013 diubah, mekanisme pembubaran ormas di
Indonesia harus melalui beberapa tahapan, hal tersebut tercantum dalam
uu 17/2013 dalam bab XVII tentang sanksi. Dalam Pasal 60 disebutkan
bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi

administrative kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana
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yang terdapat dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Sanksi administratif tersebut

terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yaitu:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian bantuan dan/atau hibah;

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan

hukum.”’

Sanksi administratif tersebut diberikan secara berjenjang dalam
jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila suatu ormas berbadan
hukum tidak mematuhi sanksi yang diberikan mulai dari peringatan
tertulis hingga sanksi penghentiaan sementara kegiatan, maka Pemerintah
dapat mencabut surat keterangan terdaftar suatu ormas tersebut dengan
ketentuan harus menunggu putusan pengadilan yang terlah berkekuatan
hukum tetap terlebih dahulu. Sehingga pembubaran ormas harus melalui
mekanisme pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 UU

17/2013:

(1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi
penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi
pencabutan status badan hukum.

(2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran
Ormas berbadan hukum.

" Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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(3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 69 disebutkan bahwa:

(1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Namun setelah disahkannya UU 16/2017, mekanisme pembubaran
melalui pengadilan tersebut dihapus dan pembubaran ormas dilakukan
tanpa harus melalui mekanisme pengadilan. Berikut ini adalah ketentuan

Pasal 61 UU 16/2017:

(1) Sanksi administratif sebegaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (1) terdiri atas:

a. peringatantertulis;
b. penghentian kegiatan; dan/atau

c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status
badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebrg'imana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) berupa:

a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau

b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia.
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(a) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat
meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Kemudian dilanjutkan dengan Ketentuan Pasal 62 yang diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

1)

()

3)

Peringatan tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7
(tgjuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan terhrlis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan
pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status
badan hukum.

Sementara untuk ketentuan pasal-pasal lainnya dihapus guna

mempersingkat proses pembubaran ormas, adapun pasal-pasal yang

dihapus seperti pasal Pasal 63, Pasal Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal

67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74,

Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81. Kemudian

terdapat tambahan pasal Pasal 80 A yang menyatakan bahwa:

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf b sekaligus
dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang ini.
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Pasal 80A tersebut memperjelas ketentuan pembubaran ormas
tanpa harus melalui proses pengadilan akan tetapi secara otomatis suatu
ormas dinyatakan bubar setelah dikeluarkannya surat keputusan menteri
hukum dan hak asasi manusia tentang pencabutan status badan hukum
suatu ormas. Hal tersebut didasarkan pada dengan asas antrarius actus,
sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/ surat

keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.’®
D. HTI dan Konsep Khilafah
1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Gerakan Hizbut Tahrir dipelopori oleh Syeikh Tagiyuddin An-
Nabhani,” seorang ulama alumni Al- Azhar Mesir dan pernah menjadi
hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Latar belakang berdirinya
tidak lain adalah adanya keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu
yang panjang. Adapun tujuan berdirinya adalah untuk mengembalikan
kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad yang hanya dapat diatasi
dengan tegaknya pemerintahan Islam atau khilafah. Tujuan dari Hizbut
Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada
hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem
perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai

dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan

8 Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang.

™ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah..., 22.
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pengaruh negara Barat. Meski di negara asalnya, Palestina, Hizbut Tahrir
merupakan organisasi partai politik, namun di Indonesia Hizbut Tahrir

merupakan ormas yang bergerak dalam bidang dakwah dan keagamaan.

HTI sendiri di Indonesia memiliki kiprah yang cukup panjang di
Indonesia. Salah satu yang menjadi ciri khas HTI adalah keinginian
menjalankan syariat dengan benar. Hitzbut Tahrir masuk ke Indonesia
pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH
Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney,
Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy. Abdullah tertarik dengan
ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan
umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni
penjajahan dunia. Pada awal 1982-1983 Hizbut Tahrir menyebar
gagasan khilafahnya ke berbagai kampus perguruan tinggi melalui
jaringan lembaga dakwah kampus.®® Hizbut Tahrir resmi melakukan
dakwah terbuka di Indonesia semenjak diselenggarakannya konferensi
internasional di Istora Senayan yang dihadiri tokoh-tokoh Islam lainnya.
Setelah perjalanan panjang pada Juli 2014, HTI disahkan sebagai ormas
berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU
00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI

pada tahun 2014 lalu.

8 Taufig Adnan Amal, dkk, Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria (Jakarta: Pustaka
Alvabet, 2004), 41.
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2. Konsep Khilafah Menurut HTI

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi
bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah. Sistem khilafah ini satu-

satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.8!

Menurut Hizbut Tahrir, negeri-negeri kaum muslimin sekarang tidak
ada satupun yang menjalankan sistem hukum Islam dalam masalah
pemerintahan. Apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara
keseluruh, tanpa kecuali, negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim
termasuk kategori Dar al-Kufr. Suatu daerah digolongkan ke dalam Dar
al-Islam atau Dar al-Kufr, berdasarkan sistem hukum yang diterapkan di
dalam daerah tersebut, atau keamanan yang berlaku di dalamnya.
Sedangkan agama mayoritas atau minoritas penduduknya bukanlah

menjadi ukuran.®?

Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk
menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. Khilafah juga
mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah
dengan dakwah dan jihad. Khilafah merupakan kepemimpinan umum
bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum
syara’. Sistem khilafah sangat berbeda dengan sistem-sistem
pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan

berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang

81 Dedy Slamet Riyadi, Analisis terhadap Konsep Khilafah Hizbut Tahrir, (Skripsi Program S1
Illmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008), 38.
8 Dedy Slamet Riyadi, Analisis terhadap Konsep..., 43.
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dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek
undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk
yang mengambarkan wujud negara. Misalnya bentuk pemerintahan

monarchi, republik, kekaisaran ataupun federasi.®®

Sistem monarchi pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra
mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra
mahkota, dari orang tuanya, maka pemerintahan Islam tidak mengenal
waliyat al-nahd (putra mahkota). Sedangkan Islam telah menentukan
cara memperoleh pemerintahan dengan bai’at dari umat kepada khalifah
atau imam dengan kebebasan memilih misalnya melalui pemilu. Sistem
monarkhi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada
raja, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan telah menjadikan raja di
atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum.
Sistem khilafah tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah
dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Hak yang dimiliki

khalifah sama dengan hak rakyat biasa.?*

Begitu halnya dengan sistem republik, baik yang berbentuk sistem
republik presidensil seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maupun
sistem Republik Parlementer di Jerman. Kedua sistem republik ini
berdiri di atas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan

rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat

8 Tagiyuddin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik,
terj. Tim Thariqul 1zzah, (Bandung: Al-l1zzah khasanah Tsagafah Islam, 2000), 18.

8 Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis, terj. Abu Afif dan Nur Khalis,
(Bogor: Pustaga Thariqul 1zzah, 2000), 72.
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aturan berupa undang-undang termasuk berhak menghapus dan
menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus
berhak untuk memberhentikannya. Sedangkan sistem khilafah berdiri di
atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara’, di mana
kedaulatannya di angan syara’, bukan di tangan umat. Baik umat
maupun Kkhalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang
berhak membuat aturan adalah Allah SWT semata. Khalifah hanya
memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan undang-

undang dasar serta perundang-undangan.®

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang
ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari
berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil
besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai
pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya,
dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk
melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem
yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus
dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang
disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis

melalui dawlah Islamiyah dengan khalifah sebagai penguasanya.8®

®Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir..., 73.
8 Dedy Slamet Riyadi, Analisis terhadap Konsep..., 64.
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Menurut HTI, khalifah pada hakikatnya adalah daulah, maka ia

memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara, seperti:

a. Khalifah-lah yang menjadikan hukum-hukum syara’ ketika diadopsi
dalam UUD, Undang-undang maupun peraturan laindan sehingga
wajib dilaksanakan. Semua perundang-undangan wajib ditaati dan
tidak bolen menyimpang dari perundang-undangan tersebut. Dengan

wewenang ini, posisi khalifah sebagai eksekutif.

b. Khalifah-lah yang bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar
negeri sekaligus. Termasuk yang memimpin kepemimpinan pasukan.
Khalifah juga yang memiliki hak untuk mengumumkan perang,

damai, genjatan sejata serta perjanjian-perjanjian yang lainnya.

c. Khalifah berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta

menentukan dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.

d. Khalifah berhak menentukan para mu’awin (pembantu khalifah), wali
(pemimpin daerah), di mana mereka semua bertanggung jawab kepada

khalifah.

e. Khalifah berhak memberhentikan kepala pengadilan (gadli), dirjen-
dirjen departemen, panglima perang serta para komandan yang
membawa bendera-benderanya. Semuanya bertanggung jawab kepada

khalifah.
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f. Khalifah berhak mengadopsi (mentabani) hukum-hukum syara’,
dimana dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, berhak
mengadili yang melanggarnya. Dengan wewenang ini, posisi khalifah

juga sebagai legislatif sekaligus yudikatif.8’

8"Tagiyuddin al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam ..., op.cit., him. 96.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir
Indonesia
1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017
Salah satu kewenangan Presiden yang diberikan oleh konstitusi adalah
membuat Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang, sebagaimana yang
termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 22 ayat (1) bahwa:
Dalam hal ihwal  kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.®
Kemudian Perppu sebagaimana diatur dalam Bunyi pasal tersebut

ditegaskan kembali dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

8 | ihat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
67



68

Peraturan Perundang-undangan sebagimana disebutkan dalam Pasal 1 angka

4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
138/PUU-UI/2009, dljelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus
dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yalni sebagai
berikut:

1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak mernadai;

3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat
undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang
cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian
untuk diselesaikan.®®

Berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi tersebut, pada Tahun
2017, Presiden mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

8 | ihat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-U1/2009.
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Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah akhirnya mengeluarkan

perppu ormas, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang

perppu tersebut dicantumkan berapa alasan yaitu pada hurup:

(c) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan mendesak untuk Segera dilakukankan perubahan karena
belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum

dalam hal penerapan sanksi yang efektif;

(d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam

(€)

kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai
dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan
telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas
organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan belum menganut asas cantrarius actus sehingga tidak
efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan

yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham
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yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;%

Setelah  dikeluarkannya perppu ormas dan dilanjutkan dengan
pengumuman pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, beberapa pihak yang
merasa dirugikan kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Salah satu pihak tersebut adalah Ir. H. Ismail Yusanto, MM yang merupakan salah
satu pendiri HTI. Akan tetapi sebelum resmi diputus oleh MK, Perppu tersebut
terlebih dahulu di setujui olen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat
Paripurna menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017. Selanjutnya
disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6139) pada tanggal 22 November 2017. Sehingga
dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, menurut
mahkamah Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak
ada dan menyebabkan Permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Kemudian
dalam amar putusan Mahkamah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak

dapat diterima.®

% Lihat konsideran “menimbang” dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

% | ihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, 222.
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Dalam UU No.16 Tahun 2017 terkait adanya tindakan Ormas yang
melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 60

sebagai berikut:

(1). Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi
administratif;

(2). Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi admninistratif
dan/atau sanksi pidana.

Untuk Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat
(1) dikenakan sanksi adminitratif seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1)
yaitu terdiri atas : a. Peringatan tertulis;b. Penghentian kegiatan;dan/atau c.
Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja
sejak peringatan diterbitkan, apabila Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis
dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka Menteri dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang Hukum dan HAM sesuai
kewenangannnya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kemudian apabila
Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan tesebut, menteri melakukan

pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sedangkan Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60
ayat (2) dikenakan sanksi adminitratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi adminitratif

yang dimaksud berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri
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atau; b pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan Pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Kemudian, Dalam UU No. 16 Tahun 2017 menghapus beberapa Pasal dan
menyisipkan sejumlah ketentuan sebagai Pasal pengganti. Setidaknya terdapat 19
Pasal yang dihapus yaitu Pasal 63-81 dan diganti dengan Pasal sisipan yaitu Pasal
80 A yang menyatakan bahwa ‘“Pencabutan status badan hukum Ormas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf b
sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini.”

Dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2)
UU No.16 Tahun 2017 tidak berjenjang, sehingga bisa saja langsung pada
pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa
melalui peringatan tertulis dan atau pengehentian kegiatan, dan bahkan tanpa
harus menunggu putusan pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan

Pasal 61 ayat (3) huruf b yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa
pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan
hukum” adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat
dilaksanakan olen Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata
mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang
melakukan pencabutan. pencabutan surat keterangan terdaftar dan
pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas
contarius actus, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat
keterangan/surat  keputusan juga berwenang untuk melakukan
pencabutan. ”
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Secara tidak langsung dalam Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa
UU No.16 Tahun 2017 menganut asas contarius actus, walaupun dalam hal
pembubaran ormas yang diatur dalam UU ini tidak disediakannya prosedur dan
mekanisme peradilan namun keputusan Menteri dalam hal membubarkan Ormas
tersebut ada pihak yang merasa keberatan, maka keputusan menteri tersebut masih

dapat diuji melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Pembubaran Ormas HTI

Setelah dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan,
pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah melalui Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), Freddy Harris, mengumumkan pencabutan status badan
hukum ormas HTI melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl no AHU 00282.60.10.2014.2014
tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HT1.%

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia No AHU-30.AHA.01.08.2017 tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang
menyatakan bahwa: “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf b sekaligus

dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

92https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah
Diakses pada tanggal 21 Mei 2019.
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Undang ini”, maka secara otomatis ormas HTI dinyatakan bubar oleh
Pemerintah.

Namun berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia, Surat Keputusan
yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara termasuk dalam hal ini adalah
surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencabutan
status badan hukum suatu ormas dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Sehingga penghapusan mekanisme pengadilan dalam
Undang-Undang Ormas tidak serta merta menghapus jalur hukum yang dapat
ditempuh oleh suatu ormas.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak
Asasi Manusia menuturkan bahwa keputusan tersebut telah melalui satu proses
pengkajian yang panjang. Pemerintah dalam keputusannya memaparkan tiga

alasan pemerintah membubarkan HTI, antara lain yaitu:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif
untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan

nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan
tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
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3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di
masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat,

serta membahayakan keutuhan NKRI.%

Secara substansi hukum, ormas HTI dianggap melanggar larangan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (4) Perppu Ormas yang saat
ini telah disahkan menjadi UU 16/2017, yang menegaskan bahwa ormas

dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menggunaan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi

terlarang;

2. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.®

Demikian pula Pasal 21 UU Ormas mengenai kewajiban ormas,
diantaranya wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wajib menjaga ketertiban umum dan
terciptanya kedamaian dalam masyarakat. HTI dianggap tidak melaksankan

kewajibannya sebagaimana mestinya melainkan menimbulkan keresahan

%3http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indon
esia Diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

% Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17
tahun 2013 menjadi undang-undang.



http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia
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dalam masyarakat atas menyebarnya suatu paham atau ajaran yang bertujuan
untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah.

Pasca dicabutnya status badan hukum HTI, HTI menggugat Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jendral
Administrasi  Hukum Umum. No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang
Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU
00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI Ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara TUN
N0.211/G/201/PTUN.JKT.% Namun pada tanggal 07 Mei 2018, gugatan HT]I
tersebut di tolak oleh PTUN Jakarta, Majelis hakim menilai bahwa surat
keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah
sesuai dengan prosedur yang berlaku. Majelis Hakim PTUN Jakarta menilai,
ormas HTI terbukti ingin mendirikan negara khilafah di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. HTI ingin mendirikan negara Kbhilafah
Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi
dan bukan hanya konsep atau pemikiran.®®

Setelah gugatan pada tingkat pertama ditolak oleh PTUN Jakarta,
selanjutnya HTI melanjutkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT TUN), namun PT TUN Jakarta juga menolak permohonan
banding HTI. Hal tersebut kemudian menguatkan putusan PTUN Jakarta

Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT. Dalam pertimbangan Majelis Hakim PT TUN

% http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara Diakses pada tanggal 18 November 2018.
% https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti Diakses pada
tanggal 18 November 2018.
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menyatakan bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian dalam persidangan HTI
telah terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar yaitu dengan berusaha menyebarluaskan
ajaran atau paham yang arah dan tujuannya adalah untuk mendirikan negara
khilafah. Selain itu, majelis hakim juga mengungkapkan bahwa tindakan
menteri Hukum dan HAM mencabut status badan hukum HTI adalah telah
sesuai dengan ketentuan asas “contrarius actus”.

Akan tetapi upaya HTI tidak terhenti hingga tingkat banding. Pada tanggal
19 Oktober 2018,°” HTI mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah
Agung. Namun pada tangga 14 Februari 2019 lalu, MA menolak kasasi yang
diagjukan HTI sebagaimana yang tercantum dalam putusan MA Nomor 27
K/TUN/2019 Tahun 2019.% Dalam putusannya, majelis hakim menggunakan

beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1) bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran
terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas) yang prosedur
penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari
instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon

% https://www.alinea.id/nasional/pbnu-kasasi-hti-ke-ma-politis-h1U8K9eX5 di akses pada tanggal
18 November 2018.

% https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01898475¢1f589a589alc9add5a75¢6b Diakses
pada tanggal 18 Mei 2019.
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Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu
Ormas;

2) bahwa selanjutnya melalui pendekatan historis, Para Pendiri Bangsa telah
menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia
sedangkan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan kegiatan
yang mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila oleh
karenanya secara substansi tindakan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat
telah melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf ¢ Perppu Ormas beserta
penjelasannya sehingga cukup alasan hukum kepada Pemohon
Kasasi/Dahulu Penggugat dikenakan sanksi administratif sebagaimana
diatur dalam Pasal 60 ayat (2) juncto Pasal 61 ayat (3) Perppu Ormas;

3) bahwa dengan demikian penerbitan keputusan tata usaha negara objek
sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur
maupun substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya gugatan Pemohon a dari
kmKasasi/Dahulu Penggugat harus ditolak.%

Sehingga berdasarkan putusan MA tersebut maka Surat Keputusan No
AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI no AHU-00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan
Pendirian Perkumpulan HTI tetap berlaku dan HTI secara resmi telah

dibubarkan.

% | ihat putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019, 5.
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Namun meskipun Pemerintah membubarkan HTI dengan berdasarkan
pada Pasal 59 ayat (4) huruf ¢ Perppu No. 2 Tahun 2017 (sebagaimana
disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017), Pemerintah belum secara tegas
mengungkapkan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan HTI
sehingga HTI pantas untuk dibubarkan. Pemerintah hanya menegaskan
bahwa keberadaan ormas HTI mengancam kedaulatan NKRI. Dalam
persidangan di MK dan PTUN Pemerintah juga tidak mengungkapkan bahwa
HTI telah melakukan kegiatan anarkis berupa aksi untuk mengganti
Pancasila dengan khilafah pasca diterbitkannya peppu ormas nomor 2 tahun
2017, melainkan Pemerintah menjadikan kegiatan muktamar khilafah HTI
pada tahun 2013 yang merupakan kegiatan HTI sebelum HTI resmi
memperoleh status badan hukum yang tercatat di kementerian hukum dan
hak asasi manusia. Pada dasarnya hukum tidak dapat berlaku surut. Sehingga
ketika Pemerintah melakukan perbuatan hukum yaitu dengan mengeluarkan
surat keputusan pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI, maka
pemerintah hanya bisa menggunakan bukti-bukti pelanggaran HTI pasca

diterbitkannya peppu ormas.
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Tabel Peristiwa Hukum Dalam Pembubaran HTI

NO. | PROSES HUKUM KETERANGAN

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah | Merubah mekanisme pembubaran
Pengganti Undang Nomor 2 |ormas yang sebelumnya melalui
Tahun 2017 tentang Perubahan | proses pengadilan terlebih dahulu
atas Undang-Undang Nomor 17 | menjadi pencabutan status badan
Tahun 2013 tentang Organisasi | hukum baru dapat menempuh proses
Kemasyarakatan. pengadilan.

2. Surat Keputusan Menteri Hukum | Mencabut status berbadan hukum
dan  HAM Nomor AHU- | perkumpulan HTI berlandaskan
30.AHA.01.08.2017 tentang | Peppu Ormas.
pencabutan  Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM
Nomor AHU
00282.60.10.2014.2014 tentang
Pengesahan Pendirian
Perkumpulan HTI.

3. Putusan MK Nomor 39 _PUU- | Mahkamah tidak dapat menerima

XV_2017 Pembubaran Ormas

permohonan HTI karena Perppu

sebagai objek permohonan telah
disahkan menjadi Undang-Undang
telah

sehingga permohonan




81

kehilangan objek.

Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara No.

211/G/201/PTUN.JKT

Menolak  gugatan HTI  dan
menguatkan SK  Kemenkumham
Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017
tentang pencabutan SK
Kemenkumham Nomor  AHU
00282.60.10.2014 tentang
Pengesahan Pendirian Perkumpulan

HTI.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT TUN) Jakarta
Nomor 196

B/2018/PT.TUN.JKT.

Menolak gugatan HTI di tingkat
banding dan memperkuat Putusan
PTUN Jakarta Nomor

211/G/201/PTUN.JKT

Putusan  Mahkamah  Agung

Nomor 27 K/TUN/20109.

Menolak permohonan kasasi HTI

dan menguatkan Putusan PT TUN

Jakarta Nomor 196
B/2018/PT.TUN.JKT dan
menguatkan Surat  Keputusan

Menteri Hukum dan HAM No.
AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang
pencabutan SK  Kemenkumham

Nomor AHU 00282.60.10.2014
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tentang  Pengesahan  Pendirian

Perkumpulan HTI.

B. Analisis Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Figh Siyasah
Dusturiyah

1. Konsep Khilafah Versi HTI Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah

Sebagai salah satu ormas yang bergerak di bidang keagamaan, HTI
sendiri di Indonesia memiliki kiprah yang cukup panjang. Salah satu yang
menjadi ciri khas HTI adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui
dakwah dan jihad yang hanya dapat diatasi dengan tegaknya negara khilafah.
Namun HTI terlalu idealistik dalam memahami konsep khilafah sehingga HTI

tidak mau melihat konteks khilafah pada realitas modern.

Di Indonesia Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah merupakan Darul
Ahdi Wa-Syahadah (Negara kesepakatan dan kesaksian). Maknanya adalah
bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila
merupakan hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku
bangsa, Bahasa dan bermacam-macam agama. Sehingga konsep khilafah itu
perlu untuk diartikan dan disesuaikan dengan realitas-realitas kehidupan umat
Islam, yaitu dengan memaknai khilafah itu sebagai bentuk persatuan umat

Islam, bukan negara secara kaffah.

Sebagaimana Sebagai sumber ajaran Islam, Al-quran dan Sunnah juga

tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan
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oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Di dalam al-
qguran telah digariskan beberapa prinsip nomokrasi Islam. Prinsp-prinsip
tersebut yaitu prinsip ketaatan terhadap pemimpin, kedudukan manusia di
muka bumi sebagai khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan
kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan
persaudaraan, persamaan, hubungan antarnegara bertetangga, saling tolong-
menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan
yang etis, administrasi, bela negara, amar ma’ruf nahi munkar, dan penempatan
pejabat negara berdasarkan profesionalisme, penghargaan pada hak-hak asasi
manusia seperti; hak untuk hidup, ha katas milik pribadi dan mencari nafkah,
hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat,
hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk
agama, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak kebebasan dari
penganiayaan dan hak kebebasan dari rasa takut.'® Prinsip-prinsip tersebut
telah termuat dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945 sebagai

konstitusi negara (ad-dustur).

Hal ini sejalan pula dengan apa yang dipaparkan oleh Muhammad Abduh
bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan. Karena jika sistem
khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan maka bentuk
demikianpun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan
materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna bahwa abduh

menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis, yang mampu mengantisipasi

100 3, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah; Ajaran..., 5.
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perkembangan zaman.!®* Hal ini membantah pendapat HTI bahwa khilafah

merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Islam.

Selain itu, dalam piagam Madinah pun dirumuskan kebebasan beragama,
hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dil.
Adapun isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah untuk membentuk
suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan
pemerintahan atas dasar persamaan hak.'%? Sehingga dalam konteks Indonesia
saat ini, prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah sesuai dengan

prinsip Pancasila dan juga NKRI.

Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam
pengadilan bahwa HTI telah terbukti bukan hanya berupa ide maupun gagasan
namun sudah berupa aksi-aksi yang menunjukkan langkahnya untuk
menumbangkan Pemerintahan yang sah dan tidak bertentangan dengan Islam
yaitu NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam hal ini menurut
penulis, HTI telah meniadakan prinsip-prinsip dalam al-qur’an, prinsip utama
tersebut antara lain ialah prinsip ketaatan terhadap ulil amri (pemerintah) dalam

hal ini adalah Pemerintah Indonesia.

Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 59

sebagai berikut:

A% 5 o 8 50 008 2 a1 1yl 05t ) skl 1 sl 1l 16T

Sts B Gl 2 AT o5 iy o 5he3h A 0 0505 i )

101 Moh. Zainullah, Diskursus Bernegara Dalam Islam..., 54.
102 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah. .., 38.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-gqur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Kewenangan Pemerintah dalam membubarkan HTI perspektif siyasah
dusturiyah.

Di Indonesia, Presiden diberikan kewenangan istimewa oleh konstitusi
(dustur) yaitu kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang. Sebagaimana pemerintah dalam Islam juga memiliki
kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam
masyarakat Islam. Adapun hukum yang ditetapkan pun harus sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar syariat Islam.%®

Pembentukan perppu ormas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan
sebelumnya bertujuan untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.%

103 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi...,187.
104 Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4.
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Tujuan dan prinsip-prinsip yang termuat dalam alinea ke-empat diatas
adalah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dalam syariat Islam.

Tujuan dibentuknya ormas di Indonesia adalah untuk meningkatkan
partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada
masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan
hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.'® Oleh karena
itu sudah sepantasnya suatu ormas berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan
yang menurut hemat penulis adalah merupakan tujuan yang mulia serta sarat
akan nilai-nilai Islam, termasuk pula ormas HTI.

Selain memiliki tujuan, ormas sejatinya memiliki kewajiban-kewajiban
yang harus dipenuhi, antara lain yaitu: melaksanakan kegiatan sesuai dengan
tujuan organisasi; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; memelihara nilai agama, budaya, moral,
etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan

berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.'®® Akan tetapi HTI sebagai

105 |jhat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
106 |_jhat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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salah satu ormas di Indonesia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya
untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI.

Oleh pemerintah yang dalam siyasah dusturiyah disebut sebagai sultah
tanfidhiyyah (pelaksana undang-undang), HTI dianggap telah melakukan
kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun di dalam AD/ART HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi
untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan,
kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan
jiwa NKRI sehingga HT1 akhirnya dibubarkan.

Pemerintah telah memaparkan beberapa alasan mengapa akhirnya HTI
dibubarkan antara lain yaitu: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI
tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses
pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang
dilaksanakan HT] terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan
ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah
menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan
ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.%

Namun demikian, meskipun pemerintah telah memaparkan beberapa
alasan pembubaran HTI, Pemerintah tidak menunjukkan bukti-bukti yang

relevan dengan alasan pembubaran HTI. Pada saat persidangan di Mahkamah

07http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indon
esia Diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
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Konstitusi maupun di PTUN, Pemerintah menyerahkan alat bukti berupa video
muktamar khilafah HTI yang dilaksanakan HTI Pada tahun 2013 yang
menandakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan HTI sebelum resmi berstatus
badan hukum yang tercatat di kemenkumham yaitu pada tahun 2014 dengan,
tepatnya diakhir masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seharusnya jika pemerintah menganggap muktamar khilafah HTI pada
tahun 2013 sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI maka
menurut hemat penulis Pemerintah seharusnya menjalankan mekanisme
pembubaran ormas yang lama yaitu melalui jalur pengadilan terlebih dahulu.

Menurut hemat penulis, Pemerintah seharusnya dapat mengemukakan
bukti-bukti yang relevan. Sehingga, ketika pemerintah menjadikan Pasal 59
ayat (4) huruf c perppu ormas sebagai dasar hukum pembubaran yang
menyatakan bahwa ormas dilarang untuk melakukan kegiatan yang
mengancam kedaulatan NKRI, menganut dan menyebarkan ajaran yang
bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, maka Pemerintah harus
menunjukkan bukti-bukti bahwa setelah dikeluarkannya peppu ormas tersebut
HTI melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI, bukan
menggunakan video muktamar khilafah HT1 pada tahun 2013, sehingga hukum
tidak berlaku surut dan Pemerintah tidak terkesan sewenang-wenang dalam
membubarkan HTI.

Proses pembubaran HTI selanjutnya menuai pro-kontra dimasyarakat
bahwa pembubaran HTI yang didasarkan pada mekanisme baru yang telah

ditetapkan dalam peppu ormas yaitu tanpa harus melalui pengadilan terlebih
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dahulu sehingga meniadakan proses due process of law. Namun menurut hemat
penulis, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tidak meniadakan
mekanisme pengadilan, melainkan merubah prosedur pembubaran yang
sebelumnya melalui proses yang cukum lama untuk dapat menempuh
mekanisme pengadilan menjadi lebih singkat dengan mekanisme pencabutan
surat keterangan berbadan hukum terlebih dahulu kemudian baru selanjutnya
apabila suatu ormas merasa tindakan pemerintah tersebut tidak beralasan
menurut hukum, ormas tersebut dapat menempuh jalur hukum yang telah
disediakan oleh Pemerintah, yaitu melalui Pengadilan tata usaha negara atau
dalam siyasah dusturiyah disebut sebagai wilayah al-mazalim.

Dikeluarkannya Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 secara substansi
maupun prosedur memang menghapus beberapa pasal terkait mekanisme
pembubaran ormas melalui pengadilan. Akan tetapi pada dasarnya pemerintah
bukan meniadakan prinsip due proses of law, melainkan pemerintah hanya
mengubah prosedur pembubaran yang pada akhirnya akan berakhir melalui
jalur pengadilan. Dalam hal pembubaran HTI yang didasarkan atas keputusan
menteri hukum dan Hak Asasi Mnausia, HTI telah menempuh jalur hukum
dengan memasukkan gugatan pada tingkat pertama ke PTUN, upaya hukum
banding ke PT TUN dan terakhir upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam siyasah dusturiyah, hal ini sesuai dengan konsep peradilan yang masuk
ke dalam wilayah al-mazalim. Wilayah Al-mazalim sebagai lembaga peradilan
yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan

tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar
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hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.08
Artinya segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik
dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta
kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman.

Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim

diantaranya:®

a) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para penguasa,

baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; dan

b) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain
untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa
terhadap perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang
melakukan kontrol dan pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat

negara.

Dalam kasus pembubaran HTI, yang dituntut adalah pelanggaran

Pemerintah terhadap Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan

mengeluarkan pendapat.!®

Akan tetapi gugatan HT1 pada tingkat pertama di PTUN Jakarta, kemudian

upaya hukum Banding di PT TUN Jakarta, hingga terakhir upaya permohonan

108 Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Ajaran..., 159.

109 T, M. Hashi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra, 1997), 93.

110 |_jhat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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kasasi di Mahkamah Agung ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa surat
keputusan menteri hukum dan HAM tekait pencabutan status badan hukum
HTI tidak bertentangan dengan konstitusi (dustur) karena menurut hakim surat
keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu prosedur
baru yang diatur dalam perpu ormas yang telah disahkan pula menjadi undang-
undang, meskipun dari segi pembuktian pemerintah masih lemah dalam
membuktikan adanya kegiatan atau aksi-aksi yang dilakukan HTI pasca
diundangkannya perppu ormas yang dijadikan landasan utama pembubaran

HTI.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara

lain yaitu:

1.

Pembubaran HTI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum
dan HAM Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 didasarkan pada Pasal 59 ayat
(4) huruf ¢ dan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun
2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang telah disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Kedua dasar hukum tersebut
kemudian yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menolak gugatan
HTI di PTUN dan PT TUN serta kasasi di Mahkamah Agung sehingga

pembubaran HTI telah berkekuatan hukum tetap.

92
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2. Pembubaran ormas HTI yang berakhir di PTUN dan MA memiliki kesesuaian
dengan Wilayah Al-mazalim sebagai lembaga peradilan dalam siyasah
dusturiyah yang mengadili tindakan pejabat pemerintah terhadap pelanggaran
hak-hak asasi manusia. Meskipun di PTUN maupun MA Hakim memutus
pembubaran HTI telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
pemerintah, pemerintah masih lemah dalam membuktikan adanya kegiatan
atau aksi-aksi yang dilakukan HTI pasca diundangkannya perppu ormas yang
dijadikan landasan utama pembubaran HTI. Sehingga pembubaran HTI lebih
relevan menggunakan prosedur pembubaran yang lama yaitu menggunakan
proses pengadilan terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada semua elemen masyarakat baik yang tergabung dalam suatu organisasi
kemasyarakatan maupun tidak, penting untuk selalu memperhatikan dan
menjalankan amanat Pancasila dan konstitusi untuk tetap menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa karena nilai-nilai Pancasila dan UUD telah sangat sesuai

dengan nilai-nilai dasar dalam bernegara dalam Islam.

2. Kepada Pemerintah dan DPR sebagai pelaksana dan pembentuk undang-
undang agar selalu memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan juga prinsip-
prinsip dasar bernegara dalam Islam sehingga kebijakan dan peraturan yang
dibentuk dapat diterima oleh seluruh elemen sehingga tidak menimbulkan

konflik maupun perpecahan.
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